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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Penelitian ini bedasarkan pada mata kuliah Akuntansi Syariah dan Fiqh Zakat 

Waqaf. Zakat berati “tumbuh”, berkembang, subur atau bertambah. Sedangkan 

menurut istilah dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama 

pengambilan tertentu dari harta yang tertentu. Sesuai sifat-sifat tertentu, dan untuk 

diberikan kepada golongan tertentu. Adapun kata infak dan sedekah, sebagian ahli 

fiqh berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk pengeluaran. Sementara, 

kata sedekah adalah segala bentuk pemberlanjaan di jalan Allah.  Berbeda dengan 

zakat, sedekah tidak ada batasannya.3  

A. Badan Amil Zakat Nasional  

Organisasi Pengelolaan Zakat adalah suatu institusi yang berfokus pada 

bidang penggelolaan dana zakat dan infak atau sedekah. Organisasi Pengelolaan 

Zakat di Indonesia diatur pada perundang-undangan, seperti: 

1. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Penggelolaan Zakat. 

2. Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 

38 Tahun 1999 

3. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 

No. D/291 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. 

                                                 
3 Ahmad Hadi Yasin, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2011), 

hal.11 
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Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-

satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 

8 Tahun 2001 dengan tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, 

infak atau sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran 

BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara 

nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah 

nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden 

melalui Menteri Agama. 

 

B.  Zakat dan Infak atau Sedekah 

Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam, sebagai salah satu rukun atau 

pilar Islam, yang diwajibkan agama bagi setiap muslim yang memenuhi 

persyaratan. Ia termasuk ibadah maliyyah yang menjadi instrumen penting dalam 

pemberdayaan ekonomi ummat, sekaligus sebagai simbol harmonisnya hubungan 

antara sesame muslim.4 Selain itu, zakat merupakan harta yang wajib disisihkan 

oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan 

ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.5 Pengertian 

                                                 
4 M. Sularno, Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang 

Pengelolaan Zakat) dalam Jurnal Ekonomi Islam Vol. IV No. 1, Juli 2010 ( Yogyakarta: Universitas 

Islam Indonesia, 2010), hlm. 36 
5 Amalia Ika Paristu, Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat (Studi 

Komparatif Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat Dan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa) 



15 

 

zakat dibedakan menjadi dua yaitu dari segi bahasa dan istilah. Ditinjau dari segi 

bahasa, zakat memiliki beberapa pengertian yakni al barakatu„ keberkahan‟, al 

namaa„ pertumbuhan dan perkembangan‟, ath thaharatu„ kesucian‟ dan ash – 

shalahi„ keberesan‟. Sedangkan dalam istilah setiap ulama memiliki pandangan 

tersendiri mengenai pengertian zakat. Terdapat delapan mustahiq yang berhak 

menerima zakat.6 

Terdapat beberapa persyaratan harta yang wajib dizakatkan. Terdapat 

empat syarat yaitu: 1) harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang baik dan 

halal sehingga harta yang diperoleh dari hasil yang tidak halal tidak dapat 

dizakatkan; 2) harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, 

seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, pembelian saham, tabungan baik 

yang dilakukan sendiri maupun kerjasama; 3) pemilik penuh yakni harta tersebut 

merupakan kepemilikan penuh dari individu yang didalamnya tidak terdapat hak 

orang lain. 4) harta tersebut harus memenuhi nisabnya.7 Sebagian besar ulama 

berpendapat nisab adalah sejumlah emas, makanan, dan lain sebaginya yang 

dapat mencukupi kebutuhan dan belanja kelas menengah selama satu tahun. 8  

                                                                                                                                           
dalam Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis Vol. 1, No. 2, September 2014, (Jakarta: UIN SYarif 

Hidayatullah Jakarta, 2014), hlm. 155 
6 Ari Kristin P dan Umi Khoirul Umah, Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat 

(Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang dalam Jurnal akuntansi Vol. 7 , No.2, 2011, ( Semarang: 

IAIN Walisongo Semarang, 2011), hlm. 72 
7 Rachma Indrarini, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: 

Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah dalam Jurnal Akuntansi Vol 8, No 2, (April) 2017, (Surabaya: 

Universitas Negeri Surabaya, 2017) hlm. 66 
8 Arif Mufraini, Akuntansi Dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2006) hlm. 21 
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Sistem pengelolaan zakat dapat terdiri dari prosedur penerimaan zakat, 

prosedur pengeluaran zakat, dan prosedur pelaporan zakat untuk publik. Prosedur 

penerimaan zakat meliputi proses yang mengatur bagian penerimaan menerima 

zakat dan mencatatnya dalam buku sumber penerimaan zakat. Sebaliknya, 

prosedur pengeluaran zakat menggambarkan alur bagian pengeluaran ketika 

mengeluarkan dana zakat dan mencatatnya dalam buku pengeluaran zakat.9 Zakat 

tentunya memiliki beberapa karakteristik, dan karakteristik tersebut tercantum di 

dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) No. 109 yang menjelaskan 

beberapa macam karakteristik zakat dan infak atau sedekah 

a. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki 

kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan 

zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik 

maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya. 

b. Infak atau sedekah merupakan sumbangan sukarela, baik ditentukan maupun 

tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak atau sedekah. 

c. Zakat dan infak atau sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik. 

Menurut bahasa, Infak adalah memberlanjakan, sedangkan menurut 

terminology artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah 

SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Zakat dan infak 

                                                 
9 Nikmatuniayah, Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang 

dalam Jurnal Mimbar, Vol. 31, No. 2 (Desember, 2015), (Semarang: Politeknik Semarang, 2015) hlm. 

487 
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juga ada jenisnya. Sedangkan, sedekah merupakan pemberian atau kegiatan 

untuk mengharap pahala dari infak, karena sedekah memiliki 3 pengertian utama 

seperti pemberian kepada fakir miskin tanpa mengharap imbalan; sedekah berupa 

zakat; sedekah adalah sesuatu yang ma’aruf (benar dalam pandangan syariah).10 

Jenis zakat dan infak sebagai berikut: 

1) Adapun jenis zakat terbagi menjadi dua yaitu: 

a) Zakat nafs atau zakat fitrah 

Zakat yang wajib dikeluarkan umat umat Muslim menjelang idul 

fitri pada bulan ramadahn dengan membayar zakat setara 3, 5 liter atau 

2, 7 kilogram makanan pokok. 

b) Zakat maal (harta) 

Zakat yang dikeluarkan dari hasil perniagaan, pertanian, 

pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak.11 

2) Adapun jenis Infak yaitu seperti: 

a) Infak wajib 

Terdiri atas zakat dan nazar, berbentuk dalam jumlah yang ditentukan. 

b) Infak sunnah 

Infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencarai ridha Allah, 

dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Seperti, memberi makanan 

kepada orang kaya yang terkena bencana jadi maksud sunnah yaitu 

                                                 
10 Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 268 
11 Ahmad Hadi Yasin, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2011), 

hal.13-15 
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apabila dikerjakan mendapat pahala apabila tidak maka tidak mendapat 

hukuman. 12 

 

C. Organisasi Pengelolaan Zakat 

Organisasi pengelolaan zakat  di  Indonesia  telah  di  atur  dalam  Undang-

Undang  No.  23 Tahun 2011 tentang  pengelolaan  Zakat. BAZNAS melakukan 

tugas pengelolaan  zakat  secara  nasional  sedangkan  untuk  mengelola  zakat  di  

tingkat  provinsi  atau  kota. Dalam  membantu BAZNAS ataupun BAZNAS 

tingkat  provinsi  atau  kota  untuk  melaksanakan  pengumpulan,  

pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk 

Lembaga Amil Zakat (LAZ).13 Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi 

dan Badan Amil Zakat Nasional kota dan kabupaten dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011 juga dijelaskan sebagai berikut:  

a. Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota 

dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota.  

b. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah     

mendapat pertimbangan BAZNAS.  

                                                 
12 Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 283 
13 Miftahullail Septa Sumarno, Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi 

Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo dalam Jurnal akuntansi Vol 3, No. 1, (Surabaya: 

Universitas Negeri Surabaya, 2014) hlm.6 
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c. BAZNAS kabupaten atau kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang 

ditunjukan atas usul bupati atau walikota setelah mendapat pertimbangan 

BAZNAS.  

d. Gubernur atau bupati atau walikota tidak mengusulkan pembentukan 

BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten atau kota, Menteri atau pejabat 

yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS 

kabupaten atau kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.  

e. Tugas dan fungsi BAZNAS yaitu BAZNAS provinsi dan BAZNAS 

kabupaten atau kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan 

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan 

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ 

pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.  

f. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi 

dan BAZNAS kabupaten atau kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

g. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota melaksanakan tugas 

dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten atau kota masing-masing.14 

Sistem lembaga zakat dapat memepengaruhi pola akuntansinya. Berikut 

pola akuntansi trkait dengan sistem zakat di lembaga zakat: Zakat Pusat, Cabang 

Lembaga zakat dan Unit Pungutan Zakat.15 

                                                 
14 Sri Fadilah.dkk, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat dari Aspek 

Lembaga Zakat, dalam jurnal kajian akuntansi, (Bandung: FEB Unisba, 2017), hlm. 65 
15 Dodik Siswantoro, Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat, (Jakarta: Dapur Buku, 2015), hlm. 

10 
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1) Jenis Dana yang dikelola BAZNAS 

a) Dana Zakat  

Ada dua jenis dana zakat, yaitu dana zakat umum dan dana zakat 

dikhususkan. Dana zakat umum adalah dana yang diberikan muzakki 

kepada BAZNAS tanpa permintaan tertentu. Sedangkan dana zakat 

dikhususkan adalah dana zakat yang diberikan oleh muzakki kepada 

BAZNAS dengan permintaan khusus, seperti untuk disalurkan kepada 

anak yatim. 

b) Dana Infak atau Sedekah 

Hampir sama dengan zakat, dana infak atau sedekah dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu dana infak atau sedekah umum dan dana infaq 

atau sedekah. Dana infak atau sedekah umum adalah dana yang 

diberikan donator tanpa adanya syarat. Sedangkan, dana infak atau 

sedekah khusus adalah dana yang diberikan pada BAZNAS dengan 

syarat tertentu. 

c) Dana Pengelola 

Jenis dana yang merupakan hak amil yang digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber pada: 

(1) Hak amil dan dana zakat 

(2) Bagian tertentu dari dana infak atau sedekah 

(3) Sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.  
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d) Pelaksanaan Pengelolaan Zakat 

Pengelolaan zakat, infak atau sedekah dilaksanakan oleh Badan 

Amil Zakat dengan menerima atau mengambil dari muzzakki atas dasar 

pemberitahuan dengan mempunyai prisip sebagai berikut: 

(1) Prinsip Syariah yaitu pengelolaan zakat dan infak atau sedekah 

didasakan pada syariah dan moral agama Islam. 

(2) Prinsip Kesadaran Umum yaitu bahwa pengumpulan zakat, infak 

atau sedekah diharapkan mempunyai dampak positif menumbuhkan 

kesadaran bagi pengelola muzzaki dan mustahiq untuk melaksankan 

kewajibannya. 

(3) Prinsip Manfaat yaitu bahwa pengelola zakat, infak atau sedekah 

memberikan manfaat terhadap kemalsahatan umat. 

(4) Prinsip produktif yaitu pendayagunaan zakat, infak atau sedekah 

senantiasa diarahkan secara produktif dan selektif. 

e) Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat 

Pembentukan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia 

merupakan pengingat pentingnya zakat bagi kemlasahatan umat sebagai 

pembersih harta dan jiwa sekaligus pemerataan dan pendistribusian 

harta dari orang kaya ke orang miskin. Dan pendayagunaan zakat secara 
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luas sehingga orang miskin dapat berubah status menjadi muzzaki atau 

pembayar zakat.16 

f) Perbedaan Zakat, Infak atau sedekah 

(1) Perbedaan berdasarkan hukumnya 

Zakat dasar hukumnya terletak pada Al-qur’an dan hadist 

terkadang disebut sedekah. Seperti pada At - Taubah ayat 60 

إِن َّمَا الض َّدَ قَتُ لِلْفُقرَ آ ءِ وَ الْمَسكِينِ  وَالعمِلِينَ عَلَيْهَا وَاللْمُؤَ لفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفىِ 
 وَالل َّهُ ۖ  فَرِ يضَةً مِنَ الل َّهِ  ۖ  وَفىِ سَبِيلِ الل َّهِ وَابْنِ الس َّبِيلِ   الرِِّ قَابِ وَالْغرِ مينَ 

 عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
 

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-

orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 

mu’alaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekan) budak, orang-

orang yang berhutang, untuk jalan  Allah dan untuk mereka yang 

sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 

Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.17 

 

Sebagian ulama fiqih mengatakan sedekah wajib dinamakan 

zakat, sedangkan Sunnah dinamakan infak atau disebut sedekah. 

Zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat. Adapun 

ketentuan wajib zakat sebagai berikut:    

(a) Milik sempurna. 

(b) Berkembang.  

                                                 
16 Pandapotan Ritonga, Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2017dalam 

Jurnal,(Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), hlm. 7 
17 Departemen Agama RI, Al-Aliy Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 

2009), hlm. 156 
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(c) Sampai nishabnya. 

(d) Melebihi kebutuhan pokok. 

(e) Tidak terjadi zakat ganda. 

(f) Cukup haulnya. 

(g) Bebas dari hutang. 

Sedangkan sedekah tidak memliki syarat- syarat tertentu. 

Tergantung dengan keinginan yang menyumbang dan sangat 

dianjurkan untuk menumbuhkan jiwa sosial seseorang. Infak ada 

yang wajib ada yang sunnah. 

(2) Perbedaan berdasarkan material yang diberikan 

Zakat menggunakan harta benda seperti ketentuan yang 

diatur. Ada juga zakat fitrah yang pembayarannya menggunakan 

bahan makanan yang biasa dikonsumsi sebagai makanan 

pokok.akan tetapi diperbolehkan juga membanyar memakai uang. 

Sementara infak atau sedekah tidak hanya harta benda tetapi 

kebaikan seperti amal, inspirasi, motivasi bahkan senyuman 

termasuk sedekah. 

(3) Perbedaan bedasarkan waktu pelaksanaanya  

Zakat memiliki waktu tertentu sesuai yang telah ditentukan 

syara’ yaitu nishabnya mencapai 1 tahun dan untuk zakat fitrah 
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batas waktunya sampai sebelum shola ied. Infak atau sedekah tidak 

ditentukan waktunya.18 

 

D. Akuntansi Syariah dan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) No. 109  

Akuntansi Syariah sudah berkembang mulai zaman Nabi Muhammad 

SAW seperti sudah ditetapkannya kewajiban zakat dan ‘ushr (pajak pertanian 

dari Muslim). Dan, dilanjutkan oleh empat Khalifa seperti, Abu Bakar, Umar bin 

Khatab, Utsman dan Ali Bin Abi Thalib. The Financial Accounting Organization 

for Islamic Bank and Financial Institution (the Organization) merupakan 

organisasi yang dibentuk dari penelitian dan diskusi tentang perkembangan 

Standar Akuntansi Bank Syariah yang telah dimulai dari 1987.  

Akuntansi adalah pencatatan transaksi untuk menghasilkan laporan 

keuangan. Selain itu, akuntansi adalah suatu sistem infomasi yang 

mengidentifikasikan, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari 

suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan (Wegant, 2005:4). 

Reeve (2008:9) mengungkapkan akuntansi merupaka suatu sistem informasi 

yang menyediakan laporan untuk para pemangku yang berkepentingan mengenai 

aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Kemudian Kieso (2001:3) 

menjelaskan akuantansi keuangan (financial accounting) adalah sebuah proses 

yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara 

keseluruhan untuk digunakan oleh pihak-pihak internal maupun eksternal.  

                                                 
18 Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern, (Malang: UIN MALIKI Press, 2010), hlm. 37 
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Sehingga dapat disimpulakan bahwa akuntansi keuangan merupakan suatu 

sistem informasi yang terdiri dari proses identifikasi, pencatatan dan 

pengkomunikasian aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan dalam bentuk 

laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan oleh pihak-

pihak internal maupun eksternal perusahaan.19 Akuntansi syariah dapat diartikan 

sebagai proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan Allah SWT.20  Lebih lanjut, Muhammad (2011: 5) menjelaskan 

Akuntansi Syariah adalah suatu proses, metode, dan teknik pencatatan, 

penggolongan, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian- kejadian yang bersifat 

keuangan dalam bentuk uang, guna mengindentifikasikan, mengukur, dan 

menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya 

berlandaskan syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambi keputusan 

ekonomi dan memilih alternatif tindakan bagi para pemakainya.21 

Pada awalnya BAZ di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 tentang 

Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, dengan kemajuan zaman dan tuntutan 

untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, sehingga Forum 

Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akutansi zakat 

pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang 

Akuntansi Zakat.  Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai 

                                                 
19 Andri Eko Prabowo, Pengantar Akuntansi Syariah: Pendekatan Praktis, (Yogyakarta: CV. 

Bina Karya Utama, 2014), hlm. 1 
20 Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 79. 
21 Andri Eko Prabowo, Pengantar Akuntansi Syariah: Pendekatan Praktis, (Yogyakarta: CV. 

Bina Karya Utama, 2014), hlm. 1 
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berlaku efektif sejak 1 januari 2009.  PSAK ini mengikat untuk Organisasi 

Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah.  

Ada 2 institusi pengelola zakat yang sesuai dengan Undang-undang No. 23 

tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, tingkat provinsi 

sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan 

diprakarsai masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. PSAK 109 Tentang 

Akuntasi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan 

Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman 

pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan.22 

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) 109 bertujuan untuk mengatur 

pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi dan infak atau 

sedekah.23 Perkembangan Industri syariah membuat IAI untuk menyusun PSAK 

109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah  pada lembaga keuangan 

syariah seperti organisasi pengelolaan zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat, 

Lembaga Amil Zakat, dan Unit Pengumpul Zakat.  

PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, 

dan pengungkapan transasksi zakat dan infak atau sedekah. PSAK 109 berlaku 

untuk Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Amil 

merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukkannya dimaksud untuk 

                                                 
22 Devi Megawati dan Fenny Trisnawati, Penerapan  PSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi 

Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru , dalam Jurnal Penelitian sosial keagamaan, 

Vol.17, No.1 Januari-Juni 2014, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), hlm. 40-41 
23 Lidya Aprilia, Penerapan PSAK No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat Dan Infak/Sedekah 

(LAZIS) dalam Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2017), hlm.14 
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menggumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Pernyataan ini 

wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin regulator.24 Definisi-definisi yang 

perlu diketahui pada PSAK No. 109: 

1) Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukkanya dan atau 

pengukuhan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau 

sedekah. 

2) Dana Amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak atau sedekah serta 

dana yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan 

untuk pengelolaan amil. 

3) Dana infak atau sedekah adalah dana yang diberikan secara sukarela oleh 

pemiliknya, baik yang diperuntukkannya ditenteukan maupun tidak 

ditentukan.. 

4) Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat. 

5) Infak atau sedekah merupakan harta yang diberikan secara sukarela oleh 

pemiliknya, baik yang diperuntukkannya ditentukan maupun tidak 

ditentukan. 

6) Mustahik (mustahiq) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. 

Mustahik terdiri dari fakir; miskin; riqab; orang yang terlilit utang (gharim) 

mualaf; fisabililah; orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan amil. 

                                                 
24 Ikatan Akuntan Indonesia, Peryantaan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan 

Infak/Sesedkah, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2010), hal 109.1 
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7) Muzaki (muzzaki) adalah individu Muslim yang secara syariah wajib 

membayar atau menunaikan zakat. 

8) Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 

9) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan 

ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya 

(mustahik). 

Selain itu, PSAK 109 merujuk kepada beberapa fatwa MUI yaitu: 

a) Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat, mejelaskan tentang kriteria, tugas 

amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegitan amil zakat yang 

dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian fi sabililah dalam batas 

kewajaran, proposional serta sesuai kaidah Islam. 

b) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Hukum Haram, dimana 

Zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara 

memperolehnya. 

c) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset 

Kelolaan. Aset Kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan 

dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan pengelola 

sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi 

mustahik zakat. 
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d)  Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran 

Harta Zakat.25 

Dari ketentuan terlihat bahwa kewajiban zakat dikenakan berdasarkan 

kenyataan dan potensi produktivitas barang yang akan dikenakan zakat. 

Sebaliknya harta yang dianggap sebagai satu keperluan atau tidak produktif 

terbebas dari ketentuan zakat.  

Adapun kriteria harta yang memenuhi kewajiban zakat adalah kepemilikan 

atas aktiva tersebut tidak sedang dicadangkan (unencumbered possession); 

Mengalami pertumbuhan rill atau estimasi; Mencapai nisab atau batas minimum 

tidak dikenai zakat; Telah melewati haul. Adapun yang termasuk aktiva yang 

dikenal kewajiban zakat (selain aktiva tetap) adalah: 

1) Kas dan setara kas 

2) Piutang 

3) Aktiva yang diperoleh untuk diperdagangkan (misalnya persediaan, surat-

surat berharga, real estate dan lain-lain). 

4) Aktiva pembiayaan (misalnya Mudharabah, Musharakah, Salam dan Istisna’ 

dan lain-lain). 

Untuk proses akuntansi pada PSAK No. 109 sama dengan semua 

organisasi laba dan nirlaba. Siklus akuntansi diuraikan sebagai berikut: 

pencatatan data ke dalam dokumen sumber atau bukti transaksi; penjurnalan 

yaitu menganalisis dan mencatat transaksi dalam jurnal yang terdiri dari kolom 

                                                 
25 Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah Di Indonesia,(Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 312. 
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tunggal, kolom keterangan atau nama akun, kolom nomor bukti, kolom nomor 

akun serta kolom debit dan kredit.26 

Jenis-jenis laporan keuangan yang terdapat pada BAZNAS hampir sama 

dengan laporan keuangan pada umumnya yakni terdiri dari (Teten Kustiawan, 

Akt, dkk, 2012):  

a. Laporan posisi keuangan atau Neraca. Tujuan laporan posisi keuangan yaitu 

dengan menyediakan informasi mengenai aset (termasuk asset kelolaan), 

liabilitas, dan saldo dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur 

tersebut pada tanggal tertentu, informasi dalam laporan posisi keuangan 

digunakan bersama pengungkapan informasi dalam laporan keuangan 

lainnya sehingga dapat membantu untuk menilai (1) kemampuan amil zakat 

untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; dan (2) likuiditas, fleksibilitas 

keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, serta kebutuhan 

pendanaan eksternal apabila ada. Laporan posisi keuangan mencakup 

struktur amil zakat secara keseluruhan dan harus menyajikan total aset, 

liabilitas dan saldo dana.  

b. Laporan perubahan dana. Tujuannya yaitu menyediakan informasi mengenai: 

1) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat 

saldo; 2) hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan 3) penggunaan 

sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. 

                                                 
26 Andrey Hasiholan, Akuntansi Keuangan Dasar Berbasis PSAK Per Juni 2012, (Jakarta: 

Mitra Wacana Media, 2013) hlm. 03 



31 

 

c. Laporan perubahan aset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan 

perubahan dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar 

kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama satu 

periode. Aset Lancar kelolaan yaitu kelolaan yang keberadaannya dalam 

pengelolaan amil zakat tidak lebih dari satu tahun. Misalnya piutang bergulir 

yang berasal dari dana infak. Aset tidak lancar kelolaan aset yaitu kelolaan 

berupa sarana dan/atau prasarana yang secara fisik berada di dalam 

pengelolaan amil zakat lebih dari satu tahun. Misalnya sekolah, rumah sakit 

atau ambulan. Laporan perubahan aset kelolaan minimal mencakup pos-pos 

sebagai berikut:  

1) Keterangan mencangkup:  

Jenis Dana, Kelompok Lancar/Tidak Lancar, dan Nama Asset  

2) Saldo Awal  

3) Penambahan 

4) Pengurangan  

5) Akumulasi penyusutan  

6) Akumulasi penyisihan  

7) Saldo akhir  

d. Laporan arus kas; Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan 

transaksi kas dan setara kas amil zakat, baik kas masuk ataupun kas keluar 

sehingga dapat diketahui kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas 

berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan untuk masing-masing 
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jenis dana selama suatu periode. Informasi tentang arus kas berguna bagi 

para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan 

amil zakat dalam menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas.  

e. Catatan atas laporan keuangan; merupakan catatan yang menjelaskan 

mengenai:  

1) Dasar penyusunan laporan keuangan 

2) Kebijakan akuntansi  

3) Pengungkapan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak 

disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan  

4) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan posisi 

keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, 

serta laporan arus kas tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara 

wajar seperti: (i) profil amil zakat (ii) penerapan fikih zakat yang 

menjadi dasar pengelolaan dana oleh amil zakat; (iii) peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan zakat; (iv) 

kebijakan penentuan jumlah dan persentase bagian untuk masingmasing 

asnaf mustahik; (v) kebijakan amil zakat dalam aktivitas penyaluran; 

dan (vi) kebijakan amil zakat dalam pendanaan operasional zakat. 
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Sedangkan untuk laporan keuangan yang dibuat oleh amil zakat dapat 

ditujukan kepada: 27 

a) Muzzaki atau Pemberi zakat. 

b) Pihak lain yang memberikan sumber daya selain zakat (Infak atau sedekah, 

hibah, dll sesuai UU). 

c) Pemerintah selaku otoritas pembinaan dan pengawasan. 

d) Pemeriksa. 

e) Lembaga mitra. 

f) Masyarakat. 

 

E. Pengakuan dan Pengukuran dalam PSAK Nomor 109 

a. Untuk pengakuan dan pengukuran zakat terbagi menjadi beberapa tahap yaitu 

sebagai berikut:  

1) Pengakuan Awal zakat 

Pengakuan merupakan pencatatan suatu jumalah rupiah ke dalam 

sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu 

pos dan terefleksi ke dalam laporan keuangan.28 Penerimaan zakat 

diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Zakat yang diterima 

dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat apabila pertama, jika 

                                                 
27 Devi Megawati dan Fenny Trisnawati, Penerapan  PSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi 

Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru , dalam Jurnal Penelitian sosial keagamaan, 

Vol.17, No.1 Januari-Juni 2014, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), hlm. 48-49 
28 Suwardjono, Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan, Edisi 

Ketiga,(Yogyakarta: BPFE,2016), hlm. 134 
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dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan kedua, apabila 

jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar asset nonkas.29 

Sehingga jurnalnya:30 

Dr. Kas    xxx 

Dr. Aset Nonkas (nilai wajar)  xxx 

Cr. Penerimaan Zakat   xxx 

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan 

harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan 

metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK 

yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk 

bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Penetuan jumlah 

atau presentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh 

amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzzakki 

menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui 

amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya daiakui sebagai dana 

zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah atau fee maka 

diakui sebagai penambah dana amil.31 Sehingga jurnalnya:32 

Dr. Kas    xxx 

Cr. Penerimaan Dana Amil  xxx 

                                                 
29 Ikatan Akuntan Indonesia,  Peryantaan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan 

Infak/Sedekah, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2010), hal 109.3 
30 Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah Di Indonesia,(Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 313 
31 Ikatan Akuntan Indonesia,  Peryantaan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan 

Infak/Sedekah, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2010), hal 109.3 
32 Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 313 
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2) Pengukuran setelah pengakuan awal 

Pengukuran adalah penetuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan 

pada suatu obyek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan.33 Jika 

terjadi penurunan nilai asset zakat non kas, jumlah kerugian yang 

ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau 

pengurang dan amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. 

Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai: pengurang dana zakat, jika 

terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; kerugian dan pengurang 

dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Untuk pengurang dana 

zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.34 Sehingga 

jurnalnya: 

Dr. Penurunan Nilai Aset xxx 

Cr. Aset Nonkas  xxx 

Sedangkan jurnal untuk kerugian dan pengurang dana amil, jika 

disebabkan oleh kelalaian amil. Maka jurnalnya yaitu:35 

Dr. Kerugian Penurunan Nilai-Dana Amil xxx 

  Cr. Aset Nonkas    xxx 

 

 

                                                 
33 Suwardjono, Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan, Edisi Ketiga,  

(Yogyakarta: BPFE, 2016), hlm. 133 
34 Ikatan Akuntan Indonesia,  Peryantaan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan 

Infak/Sedekah, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2010), hal 109.4 
35 Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah Di Indonesia,(Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 313 
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3) Penyaluran zakat 

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai 

pengurang dana zakat sebesar: jumlah yang diserahkan, jika 

hasildalam bentuk kas; jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset 

nonkas.36  

a) Jurnal untuk apabila jika jumlah yang diserahkan, dalam bentuk 

kas: 

Dr. Penyaluran Zakat-Dana Amil  xxx 

Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik Non-Amil xxx 

 Cr. Kas     xxx 

b) Jurnal untuk jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset nonkas: 

Dr. Penyaluran Zakat-Dana Amil  xxx 

Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik Non-Amil xxx 

     Cr. Aset Nonkas    xxx 

c) Amil berhak mengambil bagian dana zakat untuk menutup 

biaya operasional dalam menjalankan fungsinya dengan jurnal: 

Dr. Beban- Dana Fisabililah xxx 

  Cr. Kas   xxx 

 

                                                 
36 Ikatan Akuntan Indonesia,  Peryantaan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan 

Infak/Sedekah, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2010), hal 109.4 
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d) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil porsi 

amil. Sehingga jurnalnya: 

Dr. Beban- Dana Amil xxx 

   Cr. Kas   xxx 

e) Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil 

hanya bila telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. 

Apabila zakat disalurkan melalui amil lain diakui sebagai 

piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui 

sebagai liabilitas penyaluran. Piutang dan liabilitas penyaluran 

akan berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak 

mengambil bagaian dari dana zakat, namun dapat memperoleh 

ujrah dari amil sebelumnya. Sehingga penyaluran zakat melalui 

amil lain: 

Dr. Piutang Penyaluran Zakat  xxx 

Cr. Kas    xxx 

Jurnal ketika amil lain menyalurkan pada mustahik non-amil: 

Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik xxx 

 Cr. Piutang Penyaluran Zakat  xxx 

Jurnal pembayaran ujrah kepada amil lain: 

Dr. Beban Dana Amil  xxx 

 Cr. Kas    xxx 
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f) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap 

(asset kelolaan) misalnya mobil ambulan, rumah sakit diakui 

sebagai: 

(1) Penyaluran zakat seluruhnya, jika asset tetap tersebut 

diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak 

dikendalikan amil. 

Jurnal ketika membeli asset tetap: 

Dr. Asset Tetap  xxx 

 Cr. Kas  xxx 

Jurnal ketika menyalurkan asset tetap tersebut: 

Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik xxx 

Cr. Aset Tetap    xxx 

(2) Penyaluran zakat secara bertahap diukur sebesar 

penyusutan asset tetap tersebit sesuai dengan pola 

pemanfaatannya, jika asset tetap tersebut masih dalam 

pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. 

Jurnal ketika membeli asset tetap: 

Dr. Asset Tetap  xxx 

Cr. Kas   xxx 

Jurnal penyaluran bertahap: 

Dr. Penyaluran zakat-beban depresiasi    xxx 

   Cr. Akumulasi penyusutan  xxx 
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Jurnal ketika sudah disalurkan sepenuhnya:37 

Dr. Akumulasi Penyusutan xxx 

 Cr. Asset tetap   xxx 

b. Untuk pengakuan dan pengukuran infak atau sedekah yaitu sebagai berikut: 

1) Pengakuan awal 

Sama dengan pengakuan awal zakat pada infak atau sedekah 

yang diterima diakui sebagai dana infak atau sedekah terikat atau tidak 

terikat sesuai dengantujuan pemberi infak atau sedekah sebesar: jumlah 

yang diterima, jika dalam bentuk kas; nilai wajar, jika dalam bentuk 

nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan 

harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, 

maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai 

yang diatur dalam PSAK yang relevan.  

Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk 

bagian amil dan dana infak atau sedekah untuk bagian penerima infak 

atau sedekah. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para 

penerima infak atau sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip 

syariah dan kebijakan amil. 

 

 

                                                 
37 Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 313-

314 
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2) Pengukuran setelah pengakuan awal 

 Infak atau sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset 

nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset 

tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola 

dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset 

tidak lancar infak atau sedekah.  

Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang 

dana infak atau sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan 

aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima 

aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. 

Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan 

habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur 

ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.  

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan. Sedangkan aset 

nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang 

relevan. Penurunan nilai aset infak atau sedekah tidak lancar diakui 

sebagai: pengurang dana infak atau sedekah, jika terjadi bukan 

disebabkan oleh kelalaian amil; kerugian dan pengurang dana amil, jika 

disebabkan oleh kelalaian amil.  

Dalam hal amil menerima infak atau sedekah dalam bentuk aset 

(nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset tersebut harus 

dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infak atau sedekah 
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sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk 

mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai 

penambah dana infak atau sedekah.38 Sehingga jurnal untuk pembahasan 

diatas sebagai berikut: 

a) Penerimaan infak atau sedekah diakui pada saat kas atau asset 

nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak atau 

sedekah terikat sesuai tujuan dan pemberianya. Jika diterima dalam 

bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam 

bentuk nonkas sebesar nilai wajar. Untuk penerimaan asset nonkas 

dapat dikelompokkan menjadi asset lancar atau asset tidak lancar. 

Asset lancar adalah asset yang harus segera disalurkan, dan dapat 

berupa bahan habis pakai seperti makan atau barang yang memiliki 

manfaat jangka pajang. Asset nonkas lancar dinilai sebesar nilai 

perolehan. Jurnalnya yaitu: 

Dr. Kas      xxx 

Dr. Asset Nonkas (Nilai Perolehan)-Lancar  xxx 

 Cr. Penerimaan Infak/Sedekah  xxx 

b) Asset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola 

oleh amil dinilai sebesar nilai wajar dan diakui sebagai asset tidak 

lancar infak atau sedekah. Penyusutan dari asset tersebut 

                                                 
38 Ikatan Akuntan Indonesia,  Peryantaan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan 

Infak/Sedekah, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2010), hal 109.6 
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diperlakukan sebagai pengurang dana infak tau sedekah terikat 

apabila penggunaan atau pengelolaan asset tersebut sudah 

ditentukan oleh pemberi. Sehingga jurnalnya yaitu: 

Dr. Asset Nonkas (Nilai Wajar) –  

Tidak Lancar     xxx 

 Cr. Penerimaan Infak Atau Sedekah  xxx 

Dr. Penyaluran Infak Atau Sedekah –  

Beban Depresiasi     xxx 

Cr. Akumulasi depresiasi   xxx  

c) Penurunan nilai asset infak atau sedekah diakaui sebagai: 

(1) Pengurang dana infak atau sedekah, jika terjadi tidak 

disebabkan oleh kelalaian amil. 

Jurnal: 

Dr. Penurunan Nilai xxx 

 Cr. Asset Nonkas  xxx 

(2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh 

kelalaian amil. Jurnal: 

Dr. Kerugian Penurunan Nilai-Dana Amil       xxx 

 Cr. Asset Nonkas    xxx 

(3) Dana infak atau sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola 

dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang 
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optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana 

infak atau sedekah. 

Jurnalnya: 39 

Dr. Kas      xxx 

 Cr. Hasil Pengelolaan – Infak Atau Sedekah xxx 

3) Penyaluran infak atau sedekah 

Penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang 

dana infak atau sedekah sebesar: jumlah yang diserahkan, jika dalam 

bentuk kas; nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset 

nonkas. Penyaluran infak atau sedekah kepada amil lain merupakan 

penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah sepanjang amil 

tidak akan menerima kembali aset infak atau sedekah yang disalurkan 

tersebut. Penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam 

skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak atau sedekah bergulir 

dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah.40 Untuk jurnal 

penyaluran infak atau sedekah sebagai berikut: 

a) Penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana 

infak atau sedekah sebesar 

 

                                                 
39 Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 315-

316 
40 Ikatan Akuntan Indonesia,  Peryantaan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan 

Infak/Sedekah, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2010), hal 109.6 
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(1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Jurnal: 

Dr. Penyaluran Infak Atau Sedekah xxx 

  Cr. Kas    xxx 

(2) Nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset 

nonkas. Jurnal: 

Dr. Penyaluran Infak Atau Sedekah xxx 

  Cr. Aset Nonkas   xxx 

b) Penyaluran infak atau sedekah oleh amil lain merupakan penyaluran 

yang mengurangi dana infak atau sedekah sepanjang amil tidak 

akan menerima kembali asset infak atau sedekah yang disalurkan 

tersebut. Jurnal: 

Dr. Penyaluran Infak Atau Sedekah xxx 

 Cr. Kas    xxx 

c) Penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam skema 

dana bergulir dicatat sebagai piutang infak atau sedekah bergulir 

dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah. Jurnalnya:41 

Dr. Piutang-Dana Bergulir xxx 

Cr. Kas     xxx 

 

 

                                                 
41 Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah Di Indonesia,(Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 315-

316 
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d) Untuk pengakuan dan pengukuran dana non halal yaitu: 

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang 

tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro 

atau bunga yang berasal dari bank konvensional.  

Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi 

darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah 

karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai 

dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah 

dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.42 

4) Penyajian dan Pengungakapan 

Penyajian laporan keuangan zakat, infak atau sedekah dan dana 

non halal dalam PSAK No.109 adalah secara terpisah dalam neraca 

(laporan posisi keuangan). Sedangkan, untuk pengungkapan zakat amil 

harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, tetapi 

tidak terbatas pada:  

a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas 

penyaluran, dan penerima; 

b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas 

penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan 

konsistensi kebijakan; 

                                                 
42 Ikatan Akuntan Indonesia,  Peryantaan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan 

Infak/Sedekah, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2010), hal 109.7 
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c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan 

zakat berupa aset nonkas; 

d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah 

beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung 

mustahiq; hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang 

meliputi: sifat hubungan istimewa; jumlah dan jenis aset yang 

disalurkan; dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari 

total penyaluran selama periode. 43 

Untuk pengungkapan infak atau sedekah dengan amil harus 

mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi infak atau sedekah, 

tetapi tidak terbatas pada: 

a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan 

infak atau sedekah berupa aset nonkas; 

b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas 

penerimaan infak atau sedekah, seperti persentase pembagian, 

alasan, dan konsistensi kebijakan; 

c) Kebijakan penyaluran infak atau sedekah, seperti penentuan skala 

prioritas penyaluran, dan penerima 

d) Keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung 

disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus 

                                                 
43 Ibid.  hlm. 109.7 
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diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak 

atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya; 

e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf d 

diungkapkan secara terpisah;  

f) Penggunaan dana infak atau sedekah menjadi asset kelolaan yang 

diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase 

terhadap seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta 

alasannya; 

g) Rincian jumlah penyaluran dana infak atau sedekah yang 

mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang 

diterima langsung oleh penerima infak atau sedekah; 

h) Rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya, 

terikat dan tidak terikat; dan 

i) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak atau 

sedekah yang meliputi: sifat hubungan istimewa; jumlah dan jenis 

aset yang disalurkan; dan presentase dari aset yang disalurkan 

tersebut dari total penyaluran selama periode.44 

Laporan keuangan harus memuliki karakteristik kualitatif, menurut 

PSAK (Pernyataan Standar akuntansi). Karakteristik merupakan ciri khas 

yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. 

Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, seperti dapat dipahami, 

                                                 
44 Ibid. hlm. 109.8 
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relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Selain itu terdapat 

karakteristik kualitatif lain yaitu: 

a. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan 

keuangan adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pemakai. Untuk 

maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk 

mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, 

informasi harus kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan 

keuangan tidak dapat diperlukan hanya atas pertimbangan bahwa 

informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai 

tertentu. 

b. Relevan  

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi 

kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi 

memiliki kualitas relevan kalau dapat memengaruhi keputusan ekonomi 

pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, 

masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil 

evaluasi mereka di masa lalu. 

Peran informasi dalam peramalan (predictive) dan penegasan 

(confirmatory) berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur 

dan besarnya aktiva yang dimilki bermanfaat bagi pemakai ketika 
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mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam 

memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. 

Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan 

(comfimatory role) tehadap prediksi yang lalu, misalnya, tentang 

bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau 

tentang hasil operasi yang direncanakan. 

c. Materialitas 

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. 

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat infomasi tersebut dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pemakai tang daimil atas dasar laporan keuangan. 

Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai 

sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan 

(omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). 

d. Keandalan 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakai sebagai 

penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang 

seharusnya disajian atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 
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e. Penyajian jujur  

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan 

jujur transaksi serta peritiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau 

yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 

f. Substansi mengungguli bentuk 

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur 

transaksi serta peristiwa lain yang harusnya disajikan, peristiwa tersebut 

perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan ralitas ekonomi 

dan bukan hanya bentuk hukumnya. 

g. Netralitas  

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan 

tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak 

boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan 

beberapa pihak. 

h. Pertimbangan sehat 

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi 

ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan 

piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, 

dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. 

i. Kelengkapan  

Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan 

materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkam 
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mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dank 

arena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi 

relevansi. 

j. Dapat dibandingkan  

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan 

perusahaan antar periode untuk mengindentifikasi kecendrungan (trend) 

posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan 

laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. 

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat dibandingkan adalah 

bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijkan akuntansi 

yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan 

kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.45 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Sofyan Syafri Harahap, Teori Akuntansi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 

126-128 
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 Adapun laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi nomor 109 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 
Laporan Keuangan Oraganisasi Pengelola Zakat 

Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 

BAZ “XXX” 

Per 31 Desember 2xx2 

 

Keterangan Rp Keterangan Rp 

Aset  Liabilitas   

Aset Lancar  Liabilitas Jangka Pendek  

Kas dan Setara Kas xxx Biaya yang masih harus dibayar xxx 

Piutang xxx Liabilitas jangka panjang  

Efek  xxx Liabilitas imbalan kerja xxx 

Aset tidak lancar  Jumlah liabilitas  

Aset tetap xxx Saldo Dana  

Akumulasi 

penyusutan 

(xxx) Dana Zakat xxx 

Jumlah asset xxx Dana Infak/sedekah xxx 

  Dana Amil  xxx 

  Jumlah dana xxx 

  Jumlah liabilitas dan saldo dana xxx 

 

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, Peryantaan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan 

Infak/Sedekah, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2010), hal 109.11 
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Tabel 2.2 

Laporan Perubahan Dana 

BAZ “XXX” 

Untuk periode yang berakhir 31 Desmber 2XX2 

  
Keterangan Rp 

DANA ZAKAT  

Penerimaan  

Penerimaan dari muzaki  

Muzaki entitas xxx 

Muzaki individual xxx 

Hasil penempatan xxx 

Jumlah penerimaan xxx 

Penyaluran  

Amil (xxx) 

Fakir Miskin (xxx) 

Riqab (xxx) 

Gharim (xxx) 

Muallaf (xxx) 

Sabillillah (xxx) 

Ibnu Sabil (xxx) 

Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan) (xxx) 

Jumlah penyaluran (xxx) 

Surplus (defisit) xxx 

Saldo awal xxx 

Saldo akhir xxx 

DANA INFAK/SEDEKAH  

Penerimaan  

Infak/sedekah terikat xxx 

Infak/sedekah tidak terikat xxx 

Hasil pengelolaan xxx 

Jumlah penerimaan xxx 

Penyaluran  

Amil (xxx) 

Infak/sedekah terikat (xxx) 

Infak/sedekah tidak terikat 

Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan 

penyisihan) 

(xxx) 

Jumlah penyaluran (xxx) 

Surplus (defisit) xxx 

Saldo awal xxx 

Saldo akhir xxx 

DANA AMIL  

Penerimaan  

Bagian amil dari dana zakat xxx 

 Berlanjut… 
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Lanjutan…  

Bagian amil dari dana infak/sedekah xxx 

Penerimaan lainnya xxx 

Jumlah penerimaan dana amil xxx 

Penggunaan   

Beban pegawai (xxx) 

Beban penyusutan (xxx) 

Beban umum dan administrasi lain (xxx) 

Jumlah penggunaan (xxx) 

Surplus (defisit) xxx 

Saldo awal xxx 

Saldo akhir xxx 

DANA NON HALAL  

Penerimaaan  

Bunga bank xxx 

Jasa giro xxx 

Penerimaan nonhalal lainya xxx 

Jumlah penerimaan dana nonhalal xxx 

Penggunaan  

Jumlah penggunaan dana nonhalal xxx 

Surplus (defisit) xxx 

Saldo awal xxx 

Saldo akhir xxx 

Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah dana amil dan dana 

non halal 

xxx 

 

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, Peryantaan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan 

Infak/Sedekah, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2010), hal 109.14 
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Tabel 2.3 

Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

BAZ”XXX” 

 

Keterangan Saldo 

awal  

Penambahan Pengurangan  *Akm. 

Penyusutan 

*Akm. 

Penyisihan 

Saldo 

akhir 

Dana 

infak/sedekah 

asset lancar 

kelolaan 

(missal 

piutang 

bergulir) 

xxx xxx (xxx) - (xxx) xxx 

Dana 

infak/sedekah 

asset tidak 

lancar 

kelolaan 

(missal rumah 

sakit atau 

sekolah) 

xxx xxx (xxx) (xxx) - xxx 

Dana zakat 

asset kelolaan 

(missal rumah 

sakit atau 

sekolah) 

xxx xxx (xxx) (xxx) - xxx 

 
Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, Peryantaan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan 

Infak/Sedekah, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2010), hal 109.15 

 

Keterangan Istilah: 

*Akm: Akumulasi  
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F. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan di 

Indonesia yang mengkaji masalah penyusunan laporan keuagan zakat dan infak 

atau sedekah berdasarkan PSAK Nomor 109 penelitian lain yang masih memiliki 

kaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Sehingga, dari pengamatan penulis 

terdapat banyak sekali hasil penelitian yang relevan dan berkaitan dengan 

pembahasan tentang penerapan peyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 

Nomor 109 antara lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh Roziq46, yang bertujuan untuk mengkaji 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada 

laporan keuangan lembaga amil zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan jenis laporan keuangan 

yang dibuat, LAZ padapenelitian ini sudah sesuai dengan PSAK 109. Namun, 

jika dilihat dari format penyusunan laporan keuangan, terutama neraca dan 

laporan perubahan dana ada format laporan keuangan LAZ yang tidak sesuai 

dengan format laporan keuangan di PSAK 109. Untuk persamaan adalah 

penyusunan laporan keuangan berpedoman pada PSAK Nomor 109. Sedangkan 

perbedaanya, peneliti meneliti tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan 

Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat 

Surabaya 

                                                 
46 Ahmad Roziq, Pengakuan,Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada 

Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat, Jurnal Akuntansi Universitas Jember 
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Penelitian yang dilakukan oleh Kristin P47, yang bertujuan menganalisa 

penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat (studi pada LAZ DPU DT 

cabang Semarang). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa akuntansi terhadap dana zakat yang 

dilakukan LAZ DPU DT Cabang Semarang dilakukan berdasarkan nilai dasar 

tunai (cash basic). Dan dalam proses penggunaan dana karena belum memliki 

asset sendiri. Sehingga komponen laporan keuangannya belum lengkap. Untuk 

persamaannya adalah Variable yang digunakan Penerapan PSAK 109 akuntansi 

zakat pada badan amil zakat. Sedangkan untuk Perbedaan adalah Penelitian 

terdahulu variabel adalah hanya penerapan PSAK 109. Pembahasannya tidak 

hanya zakat tetapi sedekah dan infak 

Penelitian yang dilakukan oleh Shahnaz48, bertujuan untuk . Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini dalam proses 

penghimpunan dan pengelolaan zakat dan infak atau sedekah, dana yang 

terhimpun tentunya berasal dari orang-orang yang telah mampu membayar zakat 

seperti warga masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, instansi, dan perusahaan-

perusahaan. Penghimpunan dana zakat dan infak atau sedekah, serta dana-dana 

lainnya pada BAZNAS dilakukan dengan beberapa cara antara lain: muzakki 

                                                 
47 Ari Kristin P dan Umi Khoirul Umah, Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil 

Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang), VALUE ADDED, Vol. 7 , No.2, Maret 2011 – 

Agustus 2011 
48 Sabrina Shahnaz , Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, 

Infak/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 

No. 01 Tahun 2016 
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atau donator menyerahkan langsung donasinya ke BAZNAS terdekat, ada juga 

yang melalui layanan jemput zakat, dan layanan transfer rekening zakat di bank-

bank tertentu seperti Bank Muamalat. Untuk Persamaannya adalah Variabel yang 

dibahas adalah zakat dan sistem pelaporannya menurut PSAK (Pernyataan 

Standar Akuntansi) Nomor 109. Sedangkan Perbedaan adalah Peneliti terdahulu 

lebi menejelaskan secara mendetail perhitungan zakat dan infak atau sedekah 

pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara 

Penelitian yang dilakukan oleh Megawati49, bertujuan untuk menganalisa 

penerapan PSAK 109 pada BAZ Kota Pekanbaru dari tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil 

penelitian ini bahwa BAZ kota Pekanbaru mengambil bagian dari dana zakat dan 

dana infakatau sedekah untuk dana amil. Dimana masing-masing dana zakat dan 

infak atau sedekah dipotong 1/8 atau 12,5% apabila  dana tersebut dari muzakki 

individual sedangkan apabila dana tersebut dari muzakki entitas maka dipotong 

sebesar 5% saja untuk dana amil BAZ Kota Pekanbaru dan sisanya 7,5% untuk 

dana amil atau pengurus Unit Pengumpul Zakat. Untuk Persamaannya Penelitian 

terhadap laporan keuangan PSAK Nomor 109. Sedangkan untuk Perbedaannya 

adalah objek dan subjeknya berbeda   

                                                 
49 Devi Megawati dan Fenny Trisnawati, Penerapan  PSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi 

Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru , Jurnal Penelitian sosial keagamaan, Vol.17, 

No.1 Januari-Juni 2014  
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Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga50, bertujuan untuk mengetahui 

perlakuan akuntansi zakat pada BAZNAS Sumatera Utara sesuai PSAK No. 109. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini 

Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS 

Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 

tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Selain itu, Laporan 

keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Sumatera Utara masih belum informatif, 

hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai 

dengan PSAK No. 109. Untuk Persamaanya adalah Penelitian terhadap laporan 

keuangan PSAK Nomor 109. Sedangkan untuk Perbedaannya adalah tempat dan 

begitupula dengan hasil penelitiaanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Pandapotan Ritonga, Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan 
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2.4 Tabel Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama Tujuan 
Metedologi 

Penelitian 
Hasil 

Perbedaan dan 

Persamaan dengan 

Peneltian Sekarang 

1. Roziq 

(2015) 

Untuk 

mengkaji 

pengakuan,

pengukuran

, penyajian 

dan 

pengungka

pan dana 

non halal 

pada 

laporan 

keuangan 

lembaga 

amil zakat 

 

Kualitatif Jenis laporan 

keuangan yang 

dibuat, LAZ 

padapenelitian ini 

sudah sesuai 

dengan PSAK 

109. Jika dilihat 

dari format 

penyusunan 

laporan keuangan, 

terutama neraca 

dan laporan 

perubahan dana 

ada format 

laporan keuangan 

LAZ yang tidak 

sesuai dengan 

format laporan 

keuangan di 

PSAK 109. 

Persamaan: 

Penyusunan laporan 

keuangan berpedoman 

pada PSAK Nomor 

109.  

Perbedaan: 

Peneliti meneliti 

tentang Pengakuan, 

Pengukuran, Penyajian 

Dan Pengungkapan 

Dana Non Halal Pada 

Laporan Keuangan 

Lembaga Amil Zakat 

Surabaya 

 

 

Sumber: Ahmad Roziq, Pengakuan,Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada 

Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat, Jurnal Akuntansi Universitas Jember 

 

 

No. Nama Tujuan 
Metedologi 

Penelitian 
Hasil 

Perbedaan dan 

Persamaan dengan 

Peneltian Sekarang 

2.  Kristin P 

(2011) 

Menganalisa 

penerapan 

akuntansi 

zakat pada 

lembaga 

amil zakat 

(studi pada 

LAZ DPU 

DT cabang 

semarang) 

Kualitatif Akuntansi 

terhadap dana 

zakat yang 

dilakukan LAZ 

DPU DT Cabang 

Semarang 

dilakukan 

berdasarkan nilai 

dasar tunai (cash 

basic). Dan 

dalam proses 

penggunaan 

dana karena 

Persamaan: 

Variable yang 

digunakan Penerapan 

PSAK 109 akuntansi 

zakat pada badan amil 

zakat 

Perbedaan: 

Penelitian terdahulu  

variabel adalah hanya 

penerapan PSAK 109. 

Pembahasannya tidak 

hanya zakat tetapi 

sedekah dan infak 
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belum memliki 

asset sendiri. 

Sehingga 

komponen 

laporan 

keangannya 

belum lengkap 
Sumber: Ari Kristin P dan Umi Khoirul Umah, Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat 

(Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang), VALUE ADDED, Vol. 7 , No.2, Maret 2011 – Agustus 

2011 

 

No. Nama Tujuan 
Metedologi 

Penelitian 
Hasil 

Perbedaan dan 

Persamaan dengan 

Peneltian Sekarang 

3. Shahnaz 

(2016) 

Menganalis

a penerapan 

laporan 

keuangan 

pada Badan 

Amil Zakat 

Provinsi 

Sulawesi 

Utara 

apakah 

telah sesuai 

dengan apa 

yang 

tercantum 

dalam 

Pernyataan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

(PSAK) 

Nomor 109. 

Kualitatif Dalam proses 

penghimpunan 

dan pengelolaan 

zakat dan infak 

atau sedekah, 

dana yang 

terhimpun 

tentunya berasal 

dari orang-orang 

yang telah 

mampu 

membayar zakat 

seperti warga 

masyarakat 

Provinsi 

Sulawesi Utara, 

instansi, dan 

perusahaan-

perusahaan. 

Penghimpunan 

dana zakat dan 

infak atau 

sedekah, serta 

dana-dana 

lainnya pada 

BAZNAS 

dilakukan 

dengan beberapa 

cara antara 

lain, muzakki 

atau donator 

menyerahkan 

langsung 

Persamaan: 

Variabel yang dibahas 

adalah zakat dan sistem 

pelaporannya menurut 

PSAK (Pernyataan 

Standar Akuntansi) 

Nomor 109 

Perbedaan: 

Peneliti terdahulu lebi 

menejelaskan secara 

mendetail perhitungan 

zakat dan infak atau 

sedekah pada BAZNAS 

Provinsi Sulawesi Utara 
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donasinya ke 

BAZNAS 

terdekat, ada 

juga yang 

melalui layanan 

jemput zakat, 

dan layanan 

transfer 

rekening zakat 

di bank-bank 

tertentu seperti 

Bank Muamalat 
 

Sumber: Sabrina Shahnaz , Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, 

Infak/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 

No. 01 Tahun 2016 

 

 

No. Nama Tujuan 
Metedologi 

Penelitian 
Hasil 

Perbedaan dan 

Persamaan dengan 

Peneltian Sekarang 

4.  Megawati 

(2014) 

Menganalisa 

penerapan 

PSAK 109 

pada BAZ 

Kota 

Pekanbaru 

dari tahun 

2011 sampai 

dengan 

tahun 2012 

Kualitatif BAZ kota 

Pekanbaru 

mengambil 

bagian dari dana 

zakat dan dana 

infakatau 

sedekah untuk 

dana amil. 

Dimana masing-

masing dana 

zakat dan infak 

atau sedekah 

dipotong 1/8 

atau 12,5% 

apabila  dana 

tersebut dari 

muzakki atau 

munfiq 

individual 

sedangkan 

apabila dana 

tersebut dari 

muzakki atau 

munfiq entitas 

maka dipotong 

sebesar 5% saja 

Persamaan: 

Penelitian terhadap 

laporan keuangan 

PSAK Nomor 109  

Perbedaan: 

Objek dan subjeknya 

berbeda   
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untuk dana amil 

BAZ Kota 

Pekanbaru dan 

sisanya 7,5% 

untuk dana amil 

atau pengurus 

Unit Pengumpul 

Zakat. 
 

Sumber: Devi Megawati dan Fenny Trisnawati, Penerapan  PSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi 

Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru , Jurnal Penelitian sosial keagamaan, Vol.17, 

No.1 Januari-Juni 2014  

 

 

No. Nama Tujuan 
Metedologi 

Penelitian 
Hasil 

Perbedaan dan 

Persamaan dengan 

Peneltian Sekarang 

5.  Ritonga 

(2017) 

Untuk 

mengetahui 

perlakuan 

akuntansi 

zakat pada 

BAZNAS 

Sumatera 

Utara sesuai 

PSAK No. 

109 

Kualitatif Perlakuan 

akuntansi zakat 

dalam penyajian 

laporan 

keuangan pada 

BAZNAS 

Sumatera Utara 

sudah 

menerapkan 

akuntansi zakat 

menggunakan 

PSAK No. 109 

tetapi belum 

sepenuhnya 

sesuai dengan 

PSAK No. 109. 

Selain itu, 

Laporan 

keuangan yang 

disajikan oleh 

BAZNAS 

Sumatera Utara 

masih belum 

informatif, hal 

ini disebabkan 

karena 

perlakuan 

akuntansi zakat 

belum 

sepenuhnya 

Persamaan: 

Penelitian terhadap 

laporan keuangan 

PSAK Nomor 109  

Perbedaan: 

Tempat dan begitupula 

dengan hasil 

penelitiaanya 
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sesuai dengan 

PSAK No. 109 

 

Sumber: Pandapotan Ritonga, Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2017  

 

 

G. Kerangka Berfikir 

 

 Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sumber: Data Diolah Peneliti 

 

Penelitian ini berfokus pada penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat dan 

infak atau sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109 yang 

mengharuskan badan amil zakat melakukan penyajian laporan keuangan untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang pengelolaan dana zakat yang 

berpedoman dengan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi 109 tentang akuntansi 

zakat dan infak atau sedekah.  

Kebijakan Peraturan 

Pernyataan Standar Akuntansi 

Nomor 109 

Implementasi Kebijakan 

Hasil Penerapan 

Pernyataan Standar 

Akuntansi Nomor 109 

Proses Penerapan 

Pernyataan Standar 

Akuntansi Nomor 109 


